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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, peran BPD belum terlaksana dengan baik mengingat 

fungsi dari BPD itu sendiri sebagai penampung aspirasi masyarakat. Hal ini 

terlihat dari adanya keluhan dari warga desa mengenai pembangunan jalan yang 

tidak merata dan hanya ada di bagian tertentu saja. 

Selain itu ditemukan juga beberapa kendala dalam pelaksanakan tugas BPD 

yang sesuai dengan tupoksinya. Yaitu, kurangnya partisipasi anggota sehingga 

peran BPD dalam hal pelaksanaan pembangunan masih kurang maksimal, dan 

juga belum ada sekretariat BPD, sedangkan dalam pelaksanaan tugas BPD sangat 

membutuhkan sekretariat untuk digunakan sebagai tempat mengorganisasikan 

seluruh kegiatan BPD agar lebih mudah dalam berkoordinasi dengan anggota 

BPD lainnya.  

5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai unsur pemerintahan desa, BPD harus lebih memahami tugas dan 

fungsinya seperti yang telah dituliskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa pada pasal 60 yakni, Badan Permusyawaratan Desa 

menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, dan Pasal 

61 dimana Badan Permusyawaratan Desa berhak : 
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a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 

Desa kepada Pemerintah Desa; 

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 

dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya 

dari APBDes. 

2. Jika melaksanakan rapat pembahasan tentang kebutuhan desa Monani, 

sebaiknya ketua BPD harus tetap mengkoordinasi anggota-anggotanya biar 

tetap ikut menghadiri rapat tersebut meskipun belum ada sekretariat untuk 

berkantor. 

3. Untuk meningkatkan efektifitas jalannya pembangunan, harusnya BPD 

ikut berperan dalam pengawasan pembangunan. 
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